BAB V

KESIMPULAN DAN SARARN

Kesimpulan.
Dari data serts pembahssan data diatas dapat disim-
lkan
Kondisi penguasaan pemilikan tansah pertanian sawah di
Dess Trihanggo ada 3 jenis penguasaan yailtu
g, Petani Femilik Penggaranp
b. Petani Bagi Hasil.
c. Petani Penyews.
z. Jumlah penguasasn tanah sawah oleh petani terbesar
berkisar antara < 1000 m.
b. Jenis penguasaan yang terbesar adalah oleh pemilik
penggarap.
¢. Jenis alat bukti yvang dimiliki 95% adalah sertipikat,
5% nya belum bersertipikat dikarenakan masih dalam
status sengketa.
Pelaksanaan pembagian hasil tanah sawah dilaksanakan
dengan cara maro yang masih menggunakan cara-cara adat
dimsna hal ini akan merugikan pihak pemilik tanah maupun
penggarap tanah yaitu jika terjadi sengketa akan sulit
pembuktiannya di depan pengadilan, karena perjanjiannya
tidak dilakukan secara tertulis dan juga hanya berda-
sarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Penguasaan tanah sawah dilaksanakan dengan cara Sewa,

hitungan sewanya per 1000 m seharga * 150.000,- sampail



dengan Rp. 300.000,-. Penentuan harga sewa tanah sawah
dilihat dari berbagai kriteria yaitu antara_lain

a. Letak tansh/strategis atau tidak (pinggir lahan,

dekst sliran selokan Mataram atau Sungal Redog) .

b. Kesuburan tanahnya.

c. Kemampuan tanahnya.
Penguassaan dengan cara Sewa ini lebih menguntungkan
kedus bzlah nikhsk, dimenz ada sistem bargening (tawar-
menawar ) dari pihak pemilik tanah, dengan harga sewa Rp.
150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- (untuk setahun)
per 1000 m2. Sedangkan bila pihak penyewa (penggarap)
pandai memanfaatkan dan memperhitungkan keuntungan dan
kerugian menyewa tanah dengan baik, motivasi yang kuat
dalam meningkat produksi, cara pengolahan tanah yang
baik maks is akan memperoleh keuntungan yang lumayan.
Petani di desa Trihanggo dengan penguasaan dan pemilikan
tanah yang rata-rata mengusahakan tanah sempit, sehinggsa
memperoleh pendapatan yang sedikit. Berdasarkan klasifi-
kasi petani menurut kondisi penguasaan pemilikan tanah
besarnya pendapatan yang diperoleh berturut-turut adalah
pendapatan tertinggi diperoleh oleh petani pemilik
penggarap rata-rata memperoleh pendapatan Rp. 730.000, -,
petani bagi hasil/maro rata-rata memperoleh pendapatan
sebesar Rp. 315.500,-. Dan petani cara sewa rata-rats
memeperoleh pendapatan Rp. 436.000, - (empat ratus tiga

puluh enam ribu rupiah).



Saran

Perlun disdakan sosislisasi mengenasli peraturan-peraturan

Pengusssan Pemilikan Tansh Pertanian, sehingga masyara-

kata dapat mengetahuinys dan pada akhirnya bisa diterap-
kar sesual dengan peraturan yang berlaku.

& Helsksanakan secars efektif UU Ho.2 Tahun 1860 ten-
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b. Helaksanskan secars 60
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Perlu dicegah terjadinya pemecahan tanah pertanian yang
lebih kecil lagi agar masyarakat tani khususnya dapat
mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Perjanjian bagi hasil sebaiknya dilakukan tertulis untuk
mencegah terjadinya senghketa dan menjamin kepastian
hukum.

Mengingat adanya kesenjangan antara Jumlah tanggungan
keluarga dengan luas tanah pertanian serta tidak adanysa
keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh, maka

perlu ditingkatkan pula ussha-usaha lain di luar perta-

nian sawah yang menunjang pendapatan petani.
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